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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari
hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi
segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan
pemerintah menjadi tidak lagi dominan.

Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis,
mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai
kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutannya. Dengan
kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat
(Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha
menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini
tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekang bagi kegiatan pergerakan
mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan
segenap potensi yang ada di dalam Ormas. Pemerintah dapat melakukan pemberdayan
masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah.

Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk
memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan.
Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi
dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya
baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.
Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan,
ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa
ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan top-down atau secara sentralistis dari
atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan,
namun bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya.

Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa. Oleh
karena itu, kegiatan pembangunan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap input-
input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak

inovatif dalam memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan. Secara politik, dengan
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pendekatan topdown atau sentralistis akan mengakibatkan hak-hak masyarakat terserap ke
dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat atau
kelompok masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran dan
kesempatan akan pentingnya ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya
ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat
Indonesia.

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata empowerment yang berarti
penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri
oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu ada organisasi
yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat
membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik
di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada
organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu
ormas. Secara konseptual, pemberdayaan atau empowerment merupakan sebuah proses
perubahan, beberapa ahli yang terangkum dalam Suhartol (2005) mengemukakan definisi
pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya a.
Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak
beruntung (Ife, 1995); b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali
kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987); c. Pemberdayaan
adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu
menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984); d. Pemberdayaan adalah
sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi
pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembagalembaga yang memengaruhi
kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,
dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang
menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994). Kata pemberdayaan (empowement)
mengesankan arti adanya sikap mental. Berbagai definisi pemberdayaan di atas tertuju pada
kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki
kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut
Suharto meliputi: a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan
(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari
kelaparan, kebodohan, dan kesakitan; b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang
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serta jasa-jasa yang mereka perlukan dan c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah
sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan
serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.
Selanjutnya menurut Setiana2 (2005:7) bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat titik
beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu
sistem yang mengorganisir diri mereka.

Oleh karena itu, pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan
individu sebagai subjek bukan sebagai objek. Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan
atau hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khambali3 (2005:8),
bahwa hakikat upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat
sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat
menemukan kemampuan menuju kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini
adalah suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,
ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,
mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beberapa pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi
masyarakat, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan
oleh Ormas untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/ komunitas yang
kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah
mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh
barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan
keputusan-keputusan yang memengaruhinya. Konsep pemberdayaan dalam wacana
kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan
pada kemampuan tingkat individu dan sosial. Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti4
(2004:17) mengartikan bahwa: “Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh
orangorang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut.

Orang-orang Yyang telah mencapai tujuan kolektifnya diberdayakan melalui
kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha
mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka
mencapai tujuan. Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada

intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan
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untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi

ketergantungan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang dikemukakan di atas dan untuk memberi

landasan ilmiah bagi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, maka dalam Naskah Akademik ini akan

dilakukan kajian secara eksplisit dan terperinci dalam 4 (empat) pokok masalah dalam bentuk

kalimat pertanyaan, sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Organisasi Masyarakat diharapkan hadir untuk turut membangun masyarakat. Nilai-
nilai yang diajarkan tidak diperbolehkan melenceng dari idiologi bangsa yakni
Pancasila. Keberadaan Ormas dari masa ke masa dipengaruhi oleh peran negara dalam
membangun negara demokrasi di Indonesia.

Keberadaan Ormas tumbuh subur paska reformasi. Hingga belakangan 20 tahun
Reformasi, terdapat 400 ribu Ormas yang terdaftar di Kemendagri, dan 67 di
Kabupaten Sumbawa selalu sinergi dengan semangat merawat Pancasila, serta mampu
menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan
mengalami beberapa penyesuaian hingga menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun
2017 akan memperkuat fungsi dan peran Ormas untuk masyarakatKabupaten
Sumbawa.

Dalam 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk
meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

Dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan
integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: a. fasilitasi
kebijakan; berupa peraturan perundangundangan yang mendukung pemberdayaan
Ormas. b. penguatan kapasitas kelembagaan; a. penguatan manajemen organisasi; b.
penyediaan data dan informasi;c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian,
program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian
penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan. c. peningkatan kualitas

sumber daya manusia; a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus.



1.3.Tujuan Dan Manfaat

Secara Umum Maksud Dari Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah 9 Untuk memberikan kepastian hukum terhadap
pemberdayan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan khusus
dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah regulasi yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakat di Kabupaten
Sumbawa.

2. Menelaah dan mengidentifikasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat, di Kabupaten Sumbawa

3. Menyusun Naskah Akademik Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan

4. Menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah akademik nantinya sebagai

berikut :

1. Secara Umum Maksud dari Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah Untuk memberikan kepastian hukum terhadap
ormas di Kabupaten Sumbawa.

2. Mampu menjadi bahan rekomendasi atas telaah regulasi yang mengatur tentang
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Mampu menjadi dasar dalam menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam kajian akademik ini terkait Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif
(normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum,
misalnya mengkaji undangundang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai
norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan
doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf
sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah huku.

Metode pengumpulan data melalu pengumpulan bahan hukum yang dikumpulkan
melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta

klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu,
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teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat
membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara
mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan
konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan
cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data
yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan,
pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data
informasi.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metodeinterpretasi
(a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan
untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis
(systematischeinterpretatie, = dogmatischeinterpretatie) adalah ~ menafsirkan  dengan

memperhatikan naskah-naskah hukum lain.



BAB 11
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Good Governanance

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan
pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “L’espirit des Lois”
(Jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica
yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang
kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari
kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan
legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif
menjalankan undangundang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi
peradilan.

Dalam anggapan secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu
negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan
keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah
yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection
of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and Q)

Development of human and physical resouces

2.2. Organisasi Kemasyarakatan

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan Organisasi kemasyarakatan Merupakan
perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur,
biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat
daerah atau bahkan rukun warga. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon”
dan istilah Latin, yaitu “Organum” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan.

Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari
kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama menurut James D.
Mooney mengatakan bahwa : “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk
mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester 1. Barnard, memberikan pengertian
organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama. Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu
organisasi yaitu : a. Adanya sekelompok orang; b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu
kerjasama yang harmonis; c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab

masing-masing orang untuk mencapai tujuan.



Salah stau tujuan organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan,
dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya.
Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi
dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditunjau dari tiga
sudut pandang, yaitu :a. Organisasi dipandang sebagai wadah; b. Organisasi dapat dipandang
sebagai proses; c. Organisasi sebagai kumpulan orang.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah
merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian
menjadi anggota organisasi tersebut. Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari
adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi
itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan
tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam
mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi
secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya pendiri sebagai
pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu; b. Mempunyai anggota yang jelas,
dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang
bersangkutan; c¢. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main
menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(Ad/ART) organisasi; d. Adanya kepengurusan organisasi. Organiasasi yang baik mempunyai
struktur organisasi pada setiap tingkatan wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan
tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description); e.
Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan
misi guna mencapai tujuan organisasi; f. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang
jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan
prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “‘masyarakat”
yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan
yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.
Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut
masyarakat. Sejalan dengan itu yang dimaksud dengan ‘“masyarakat” berarti sejumlah
manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap
sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat.
Secara eksplisit “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian

“organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi
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kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan
yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai
hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan
anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan16 pada UU Nomor 17 Tahun 2013, tertulis
sebagai berikut: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, Kkegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan aturan hukum terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, menuliskan Pasal (1) berbunyi :
“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2.3. Sejarah Pembentukan Organisasi Masyarakat

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 dinilai sebagai cikal bakal lahirnya
civil society (ormas). Adanya semangat dari sebuah organisasi intelektual pemuda pada saat
itu, yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk

kelompok-kelompok terlihat selanjutnya dengan berdirinya Sumpah Pemuda pada
tanggal 28 Oktober 1928, yang mana merupakan gabungan dari organisasi kedaerahan: Jong
Java, Jong Sumatera, Jong Ambon dan sebagainya. Secara historis keberadaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh
kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang
sama Yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi,
merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu

mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga
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menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi sejenis dengan nafas
nasionalisme dan kebangsaan tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan
berkembang dengan cara melakukan Kkiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai
bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di
bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya Nahdlatul
Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan
berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam
konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak
organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang
memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan
untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali,
yaitu stabilitas nasional. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik
dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas
maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat
Organisasi Kemasyarakatan (ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada
beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan
pemerintahan Orde Baru.

Di sisi lain, ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan
berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu
menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Salah satu diantaranya organisasi kepemudaan,
Karang Taruna. Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru
baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, db tataran organisasi kemahasiswaan,
misalnya : -Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Persatuan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
(PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Untuk Ormas SOKSI; -
Kosgoro; Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI dan FKPPI. Ormas-ormas
yang lahir pasca reformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang
sangat banyak.

Organsiasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat
memberdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan
peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk

program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing,
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termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan
atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan
bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menyadari tumbuh dan berkembangnya
kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara melalui organisasi kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal
tahun 1980-an, maka pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan
pengakuan secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasi-organisasi dimaksud.
(Konsideran Umum UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan) “Masalah
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta
kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk
manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk
menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan
kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada

pembangunan nasional.

2.4. Peran dan Tangungjawab Organisasi Kemasyarakatan

Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, letak
negara yang berbeda yang dipisahkan oleh benua tidak lagi menjadi halangan. Sarana
komunikasi telah dengan mudah dapat diakses bukan saja oleh Negara secara kelembagaan,
tetapi juga dapat dipergunakan oleh setiap individu. 27 Kenyataan ini selain memberikan
dampak positif, juga sedikit banyak mempengaruhi pola dan pergeseran kebudayaan dalam
negara masing-masing.

Kemudahan komunikasi dan akses oleh setiap individu di beberapa negara, telah
menggeser paradigma pola pikir masyarakat, yaitu semakin tingginya harapan dan tuntutan
akan hak-hak dari yang sebelumnya hanya terbatas pada pemenuhan kesejahtaraan lahiriah
semata, bergeser menjadi tuntutan kesejahteraan secara lebih luas, yang termasuk di
dalamnya hak-hak untuk memperoleh kesempatan berkspresi secara politik. Terbukanya
akses interaksi antar individu satu warga Negara dengan warga Negara lainnya, telah
memperluas teori zoon politicon yang dikemukakan Aristoteles. Kalau pada saat itu
Avristoteles mengkin hanya melihat bahwa manusia sebagai mahluk sosial dalam kaitan
hubungan antara manusia dalam arti kehidupan bermasyarakat dalam konteks Negara Kota,

yang dalam hal hubungan dan akses terbatas pada ruang lingkup anggota negara yang
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bersangkutan, maka dalam konteks zoon politicon yang berlangsung saat ini adalah interaksi
antara individu tidak hanya terbatas pada lingkup yang sempit sebagaimana pada zaman
Aristoteles hidup, tetapi terjadi interaksi yang bersifat lintas benua.

Hal itu sudah barang tentu hal itu ditandai berlangsungnya hubungan antar individu
yang bersifat lintas agama, suku, bangsa, tingkat sosial, dan peradaban. Dengan demikian
negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, tidak akan dapat
dipisahkan dari pengaruh global. Pengaruh dunia internasional dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara suatu negara saat ini tidak dapat dihindari. Kesepakatan perdagangan
internasional untuk tidak melakukan penolakan atas arus barang yang masuk ke suatu
Negara. Kondisi ini secara langsung akan mengorbankan kepentingan dan keberlangsungan
kegiatan ekonomi negara tertentu yang secara teknis dan ekonomis belum siap menerima

kenyataan persaingan bebas tersebut.
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BAB I11
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi Peraturan Melalui instrument UU.

Pemerintahan daerah, Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan
kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional
dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah
untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam
membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika
membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya
juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang
sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Majunya suatu bangsa sangat ditentukan
oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan
terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah
dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk
meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat
dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif.

Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran
menjadi obyek pelanggaran hukum. Dua pandangan kewenangan daerah dan inovasi menjadi
isntrument dalam membuka ruang bagi terselenggaranya investasi. Inevetasi menjadi
instrument dan realisasi atas

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam
lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
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Menjadi UndangUndang. Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan
tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a.
fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber
daya manusia.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menajadi kewenangan daerah adalah
pembuatan peraturan perundangundangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada
organisasi kemasyarakat di Provinsi Kabupaten Sumbawa. selanjutnya yang diatur dalam
peraturan daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan
larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan;
Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan;dan Sanksi. Berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan

Organisasi Kemasyarakat.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pembentukan peraturan daerah perlu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi
peraturan perundang-undangan yang ada. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-
undangan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kabupaten Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan antara lain:
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-
undangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang
tersebut sejalan dengan teori hirarki norma yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan Hans
Nawiasky. Stufentheorie yang diperkenalkan Kelsen menyebutkan bahwa suatu norma yang
lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang
lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian
seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat
hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm).Peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi menjadi sumber bagi peraturan yang lebih rendah demikian sebaliknya peraturan
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perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi.

Sejalan dengan pemikiran Kelsen tentang norma yang berlapis-lapis dan berjenjang,
Hans Nawiasky mengemukakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-
jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompokkelompok. (Maria: 2006, 27)
Sejalan dengan teori hirarki norma, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata
urutan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang
menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat; c¢. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; d. Peraturan
Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, secara hirarki pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Kekuatan
hukum peraturan daerah lebih rendah dari peraturan yang lebih tinggi berdasar ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 5 tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundangundangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk
harus memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya baik berdasarkan
Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah maupun berdasarkan Undang-Undang
sektoral terkait yang mengatribusikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
sebagimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
UndangUndang. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam dalam pelaksanaan pengembangan
organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amanatkan dalam: a. Pasal 20 huruf f melakukan
kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam
rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. b. Pasal 40 (1) Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan Kinerja dan

menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
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Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah,
rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, 6 berbangsa, dan
bernegara. (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas
sumber daya manusia. (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas. (5)
Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi; c. pengembangan
kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan
dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan. (6)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dapat berupa: a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus. 4. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah di
Indonesia saat ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 7 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 menetapkan:

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh
pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 13 mengatur: (1) Pembagian urusan pemerintahan
konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. (2) Berdasarkan prinsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi
atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. (3)

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 8 kriteria Urusan Pemerintahan
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yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya
lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c.
Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah
kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam dalam pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, diantaranya di
amanatkan dalam: 9 a. Pasal 8 ayat (2) Pengurus Ormas melaporkan keberadaan
kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT
dan kepengurusan di daerah. b. Pasal 9 Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada
Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan
hukum dan susunan kepengurusan di daerah. c. Pasal 24 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan
kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. d. Pasal 40
Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat

Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. e. Pasal 45 ayat (3) Pengawasan eksternal
oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur. f. Pasal 46. Pengawasan eksternal
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik
sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. g. Pasal 57. Dalam hal sengketa
yang terjadi di internal Ormas yang berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan
kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan
ketertiban umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan

pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Penyempurnaan dan penggantian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan diperlukan untuk penyempurnaan pengaturan untuk menjamin
hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penggantian dan penyempurnaan pengaturan tentang Ormas merupakan keniscayaan
bagi masyarakat dan Ormas melaksanakan haknya yang selaras dengan tujuan negara untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam
perdamaian dunia. Negara menjamin setiap warga negara dalam perbedaan dan
kemajemukan. Indonesia sebagai bangsa yang berbhinneka yang terdiri dari pelbagai macam
suku dan sub suku bangsa dan etnis, keberagaman agama dan kepercayaan, dan pelbagai
macam profesi dalam masyarakat. Keberagaman tersebut memerlukan pengaturan yang
optimal hingga dapat menjadi potensi perekat dalam perlindungan negara terhadap warga
negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, serta semakin
memantapkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan
seluruh masyarakat Indonesia menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu menuju
masyarakat adil dan makmur, maka setiap hak asasi warga Negara khususnya berserikat dan
berkumpul, maka Negara menjamin dan memfasilitasi aktivitas masyarakat, seperti melalui
organisasi masyarakat. Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan
keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan
persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan
menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara
efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal
dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai
pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap
tindakan individu tersebut.

Kesadaran yang lebih mendalam terhadap orang lain yang akan terkena dampak dari

tindakan tersebut, dan kemauan yang lebih besar untuk merenungkan dan memperhatikan
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akibat dari tindakan tersebut bagi lingkungan sekitar. Setiap individu harus menikmati suatu
tingkat otonomi pribadi yang tinggi di dalam keputusan perseorangan dan bersama, dan
berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus
berkembang ke arah kehidupan bersama yang terus meningkat taraf kehidupannya.

Otonomi pribadi merupakan konsep dimasukkannya orang sebagai warga negara
penuh dalam suatu tatanan yang demokratis untuk menentukan nasib sendiri. Tanpa otonomi

pribadi sudah pasti warga negara tidak bisa hidup di bawah pemerintahan yang demokratis.

4.2. Landasan Sosiologis

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami atau
menguasai suatu wilayah dan melakukan interaksi antar individu dengan lingkungannya,
sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan karena pada hakekatnya manusia itu tidak
dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi
kebutuhannya sendiri. Saling interaksi individu-individu inilah mereka akan membentuk
kelompok- kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam kelompok tersebut.
Kelompok tersebut mengadakan pembagian kerja di antara mereka.

Selanjutnya melalui hubungan antar kelompok akan terbentuk kesatuan sosial yang
lebih besar lagi untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang lebih besar lagi, sehingga
dengan adanya kelompok yang lebih besar lagi, yaitu kelompok masyarakat.

Dengan kebersamaan dan kerjasama, maka semakin memudahkan pencapaian tujuan
bersama antara lain kehidupan yang lebih tertib, aman, damai dan sejahtera. Yang
dimaksudkan dengan kebebasan negatif adalah kebebasan tersebut berada dalam ruang
lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti
yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Untuk menghindari
konflik dan perseteruan di antara kelompok dan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban
dilingkungan masyarakat, maka diperlukan kesepakatan bersama.

Kesepakatan tersebut berupa perangkat peraturan dan hukum yang menjadi pegangan
bersama agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketidakberaturan dalam kehidupan bersama.
Modal sosial dalam masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dengan keberagaman dan
potensi sosial yang ada. Di dalam masyarakat terdapat pelbagai macam kultur, yang
didasarkan atas lingkungan di mana masyarakat itu berada, apakah dilihat dari etnis, asal
daerah atau tempat tinggal, agama dan kepercayaan, serta dari pelbagai profesi atau

pekerjaan, status sosial dan strata sosial, serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.
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Modal sosial juga adalah bagaimana mengolah sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang menjadi potensi kekuatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Modal
sosial ini akan tercapai maksudnya jika sistem hukum tentang pengaturan masyarakat
khususnya tentang Ormas mengalami pengaturan kembali berdasarkan kebutuhan jangka
panjang dari sebuah Ormas. Berdasarkan perkembangan Ormas dan persoalan-persoalan yang
berkembang serta aspirasi dan kritikan dan harapan masyarakat, maka sebuah organisasi
harus memiliki kepemimpinan dan pertanggunganjawaban keuangan yang akuntabel.
Kepemimpinan yang baik akan diikuti dengan bagaimana organisasi itu dapat mengolah
keuangannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya dan jika
dibutuhkan dapat diketahui secara akuntabel sebagai bentuk keterbukaan dan menguji
kepercayaan masyarakat pada organisasi yang berdiri.

Pertanggungjawaban keuangan juga merupakan bagian dari
mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah dalam
memberdayakan organisasi-organisasi yang mendukung pembangunan nasional ataupun
pembangunan di daerah. Gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kepentingan Ormas dapat
berbentuk meningkatnya pertentangan di dalam anggota Ormas itu sendiri, adanya gesekan
antar Ormas yang satu dengan lainnya, adanya tingkatan konflik sosial khususnya jika
terjadinya perbenturan antar warga masyarakat atas dasar kepentingan organisasi masing-
masing.

Gejolak sosial yang lebih perlu disikapi adalah ketika Ormas telah melakukan
pelanggaran dan tidak memedulikan hak asasi manusia, seperti ancaman terhadap hak
kehidupan manusia. Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi
serta berkembangnya organisasi dari organisasi tradisional menjadi organisasi modern, maka
dibutuhkan sistem informasi data tentang Ormas dengan berbasiskan data dasar. Data dasar
tersebut akan menjadi akses bagi kepentingan dan kebutuhan setiap orang dalam mempelajari
Ormas dalam keikutsertaan untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dalam berserikat dan

berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat serta dalam berjejaring.

4.3. Landasan Yuridis

Organisasi kemasyarakatan memiliki sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara yuridis, keberadaan
Ormas juga telah diatur sebelum adanya Undang- Undang Dasar 1945. Sebagai dasar hukum,
pendirian Ormas seperti perkumpulan telah diatur dalam Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-

64”) tentang Perkumpulan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
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pemerintah Hindia-Belanda. Selanjutnya, dasar yuridis pembentukan Ormas telah diberikan
landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal 28 menyatakan, ’Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.’’ Pasal 28E ayat (3) 20 menyatakan,’’Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Secara internasional, kemerdekaan
untuk berserikat dan berkumpul juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia
sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se Dunia (Universal
Declaration of Human Right) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan suatu
pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang kemudian diumumkan
dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217 A
(117) 10 Desember 1948 yang seluruhnya terdiri dari 30 Pasal. Adapun Pasal yang terkait
dengan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah Pasal 20 yang pada ayat (1) menyebutkan
bahwa ”setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat”. Sedangkan
pada ayat (2) menyebutkan bahwa ”tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu
perkumpulan”.

Keberadaan Ormas di Indonesia selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Secara lebih spesifik, Dalam pasal 40 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 21 2017 Tentang Perubahan Atas
undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
UndangUndang.

Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab
dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan;

b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

5.1. Materi Muatan

Pertimbangan Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat,meliputi: asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi;
Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi;
Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan;dan Sanksi .

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat adalah sebagai berikut: 1) Judul “Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakat”. 2) KonsideranKonsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten
Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat, memuat pertimbangan yang
mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten
Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat, yaitu: a. Bahwa kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. bahwa
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait
harus bersinergi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka melakukan
pemberdayaan terhadap organisasi masyarakat. c. bahwa berdasarkan amanat pasal 40
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi

UndangUndang.

5.2. Dasar Hukum

Mengingat Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kabupaten Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat.

Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah
ini meliputi:
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Kabupaten
Sumbawa (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara 24 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undangUndang
Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menajdi undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5958).

Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kabupaten Sumbawa
Nomor 83). 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Kemasyarakatan.
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5.3. Batang Tubuh

Ketentuan Umum Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai

pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakat,

asas dan tujuan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Sumbawa tentang

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat ini, bab ketentuan umum memuat:

1. Mengenai pengertian istilah, dan frasa sebagai berikut:

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri.

Bupati adalah Bupati Sumbawa Sumbawa.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa
merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
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dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar
Ormas.

Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan
yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga
keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan
Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan
profesional.

Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan
hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan
hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan
persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang
diselenggarakan oleh Menteri.

Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah
seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan
teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna
untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar
kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Hari adalah hari kerja. 2. Asas dan tujuan Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakat. Penyelenggaraan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
berasaskan:

1) asas keadilan;

2) asas persamaan kedudukan di dalam hukum;

3) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
4) asas keterbukaan;

5) asas efisiensi;

6) asas efektivitas; dan

25



7) asas akuntabilitas. Tujuan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
adalah:

8) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;

9) memberikan pelayanan kepada masyarakat;

10) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

11) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat;

12) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

13) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat; g. menjaga, memelihara, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan

14) mewujudkan tujuan negara.

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat ini,

memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:
ASAS, CIRI, DAN SIFAT

1.

3.

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-
cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BENTUK DAN FUNGSI

1.

o &~ DN

Ormas dapat berbentuk badan hukum; atau tidak berbadan hukum. Ormas dapat:
berbasis anggota; atau tidak berbasis anggota.

Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan; atau yayasan.

Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota.

Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Ormas tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau
tidak berjenjang.

Mekanisme struktur kepengurusan diatur dalam AD/ART Ormas.

. Tata laksana pelaksanaan ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan

AD/ART
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8. Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki struktur
organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

9. Ormas berfungsi sebagai sarana: a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan
anggota dan/atau tujuan organisasi; b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk
mewujudkan tujuan organisasi; c. penyalur aspirasi masyarakat; d. pemberdayaan
masyarakat; e. pemenuhan pelayanan sosial; f. partisipasi masyarakat untuk
memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g.
pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Ormas berhak: a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan
terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita
dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; e.
mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan f.
melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain,
dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

2. Ormas berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b.
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta
memberikan manfaat untuk masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya
kedamaian dalam masyarakat; e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan
dan akuntabel; dan f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

3. Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama
dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; b. menggunalan
dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan
internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; ¢. menggunakan nama,
lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau
partai politik. d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan
dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; e. mengumpulkan dana untuk partai politik. f. melakukan tindakan

permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; g. melakukan penyalahgunaan,
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penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; h. melakukan
tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak
fasilitas umum dan fasilitas sosial; i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan
wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j.
menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau
simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; k. melakukan kegiatan
separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; |.
menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan

dengan Pancasila.
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BAB VI
PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam naskah akademik ini adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan
hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib
menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala
bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika
perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma
baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran
dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran,
fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan
cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi
Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem
pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi
nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undangUndang Nomor 17 tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal
40 Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan
tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c.
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menajadi kewenangan daerah
adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan
pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakat di Kabupaten Sumbawa.
selanjutnya yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan Sifat;
bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan
Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan;
Penghargaan; Pembiayaan;dan Sanksi . Berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakat.

4.2. Rekomendasi

Beradasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka sarankan beberapa upaya

sebagai berikut:

1.

Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kabupaten Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakat menjadi
sangat mendesak karena akan meberikan jaminan hukum terhadap Pemberdayaan
Organisasi Kemasyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk kebijakan publik, yang
mengatur pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan, harus disinergikan dengan
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dipergunakan sebagai
acuan kebijakan dalam negosiasi di forum-forum nasional. Untuk keperluan dalam

memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Sumbawa
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